DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian
perkara kecelakaan lalu lintas pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Pembahasan
berangkat dari adanya kerugian yang dapat dialami korban kecelakaan lalu lintas,
baik berupa kerusakan kendaraan, luka luka, maupun kehilangan nyawa, sehingga
diperlukan mekanisme penyelesaian yang tetap memperhatikan kepastian hukum
serta pemulihan bagi korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum
yang dikaji meliputi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pembahasan menjelaskan
penerapan restorative justice pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan tahap
penuntutan oleh Kejaksaan. Pada tingkat Kepolisian, penyelesaian dilakukan
melalui perdamaian antara korban dan pelaku serta pemenuhan tanggung jawab atas
kerugian yang timbul. Sementara pada tingkat Kejaksaan, penghentian penuntutan
dapat dilakukan apabila perkara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan
tercapai kesepakatan perdamaian. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa restorative
Jjustice dapat menjadi pendekatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang
mengutamakan perdamaian, pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta
penyelesaian perkara secara lebih humanis sesuai kewenangan masing masing

lembaga.
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